
PI IS.4I PENGI; AJ 1.1 N H LIT I IM DAN PEIIEANGI I N 1N PERSPEKTIL--l?rlune 2 Nt' J Tohun 199-. liti Olk hel

SI'IIFESI ITEPEIUIIIIIPITVAIT
DI IIUDOTVESIA

Oleh
BAMAANG SUPRIYADI

tr€'f,/mimqinan pasca Soekarno di ltfronasia diwarnai dominasi militer khususrya Awkatan
Oarat ya| b€,'€t ansi dewen teknokrat untuk mercalisir pseudo - idiologi rezim ode baru yaitu
perlurlDt//',,/n ekmomi yatlg Wset dalam stabilitas nasional. Lembaga Ndsiden marupakan unsul
yarv paling manontukan kehidupan negara, keberhasilan orde baru dalam melaksanakan
r,f,ttst,rrruf,a dan pnyelesaian secara capat atas persoalen politik merupakan legitimasi yang
tang[/l F*V W rczim S@harto. Dalam rcgimentasi sosial politik pen9hb k*uatan Utd(ni
&n mitfier mo}''f,atnyai kesen paten yang besar sekali unluk menopang kekuasaan Ptesi<ten dan
momut|f/linkan melahirken pemimpin nasional yang lain. Untuk suksesi ke depan pe ukah
diFrsiapkan alau berprcses sacara alamiah dan teratu dengen sidang-sidang MPR. Yang ielas
para pem/l'yin di lndonesia salatu takut dengan can-can pemaksaen atau kekeresen, oleh
ttrrcl llu "manpp/rslailan suksesi" adalah salah satu ialan yang rupanya diinginkan deh pan
,f,mimp'l nega'a untuk melahirkan pemimpin baru.

I. PENDAHULUAN
Munculnya r€orang pomimpin dapet

dapahami s€bagai akibat norma sosial s€bagai
sualu Lhrldran dan konsensus alau general
agreomonl dalam masya.akat lersebut.
Pendakalan konsensus ini menganggap
masyaratal sobagai sualu sislem dimana
bagian-bagiannya saling b€rhubungan satu
sana laln. Intoraksl sosial 3elalu menuiu
hlsgrasl 3cial rhn squ bium yang dnamis dan
lddo. yang mananlukan intograsi sbt€m sosial
adalah konsonsua dalam masyarakat mongenai
nilal-nilai komasyarakatan tertentu. Pemimpin
dipahanl sobagai imbd untuk rn€niaga slstem
so3ial dan l€rtib alas dasar norma sosial yang
ada.

Babcda dcngan pondekatan konsensus,
p€ndctdao coerclon momaft ami masyareket
lclrh mcngar$ung kontllk. Konfllk merupakan

'  P6null3 adelah Doson reiap Flsip
UnivcBltrs Wllaya (usuma Sumbaya

potonsi  bagi  ter iadinya dis inlagrasl  dan
perubahan sosial. Masyarakat hanya dapat
lerintegrasi melalui dominasi atau c!€rcion oleh
kelompok sosial  la innya. Dahrendrof
menggambarkan sistem seperti ini dengan
isl i lah ICAS ( lmperal ively Coordinated
Mssociations)

Dengan demikian bangunan sistsm sosial
ter int€grasi  sebena.nya alas dominasi
s€kelompok orang terhadap masyarakat. Hanya
dengan co€rcionlah masyarakal akan terwuiud
membangunnya. Ini b€rarli hubungan entara
kelompok minorilas dan kelompok mayoritas
melalui coercion. Mereka yang mempunyai
oloritas akan menguasai kelompok yang tidak
mompunyai otoritas dan yang lidak nrompttnyai
k€penlingan antara yang m€mpuoyaa oloritas
dengan yang tidak mempunyei oloritas b€Ma.

psmimpin dianggap s€bagai simbul kekuatan
yang momeksa mereka untul lundol terhadap

g8ialr urrsur dalam masyarakal mempunyai (Jonathan H. Turner, 1978).
Dari  pendgkatan coercion muncul

aluran yang dibuat oleh pemimpin le.sebut.
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Dengan kata
konsensus
merupaken
masyarekat.

Iain, pemimpin bukan hasil dari
baraama, akan tetapi lebih

unsur dominasi pemimpin atas

Karena i tu bagi  pende-katan Marxisme
konservatit yang esensial dalam masyarakat
adalah adahya konf l ik  kelas.  pemimoin
merupakan akibat dar i  konf l ik  kelas dar i
masyarakal. Slruktur sosial dan ekonomi sudah
berjalan sedemikian rupa sehingga munculnya
pemimpin merupakan bagian dari arus umum
besar seiarah (part of the general course of
development) .  Menurul  bahasa, Mi l iband
adalah trans generational history, yaitu suatu
proses sejarah yang menganggap individu tidak
ter la lu meniadi  bagian pent ing untuk
memainkan peran menehtukan.

Di dalam leor i  sosial  movemenl Niel
Smel lser mengungkapkan pent ingnya
pemimpin dalam memobilisir suatu gerakan
sosial  dan pol i t ik.  Tanpa unsur pemimpin
niscaya social movement tidak akan muncul ke
permukaan, apalagi untuk berhasil mencapai

tu juan. (Mark
N.Hagopian, l978).
Senada dengan Niel
Smel lser adalah
E r ick Hotf  er dan
Gustave Le Bon
yang menganggap
pent ingnya
pemimpin dalam
melahirkan dan
menenlukan
keberhasilan suatu
gerakan sosial dan
pol i t ik (Ma rk
N.Hagopian, 1976).

Kecendeiungan Pemlmpln
Pemimpina atau penguasa ket ika

memegang kekuasaannya cenderung
menggunakan berbagai kehidupan masyarakat
untuk dieksploitasi sehingga menguntungkan
kepent ingannya. Tidak i tu sala,  bahkan
penguasa sering kali mampu mengembangkan
apa yang disebut Gaetano Mosta sebagai sualu
political formula atau bahasa Dareto adalah
derivitions ot polilics, yaitu merupakan basis
moral  dan hukum bagi keberadaan para el i t

pemimpin i tu bisa muncul  ? Menurul
pendekatan behavioral ,  laktor- faklor
psikologislah yang membikin seorang pemimpin
bisa muncul.  Bagi pendekatan ini  ter jadi
int€raksi  anlara 3 komponen, yai lu taktor
lingkungan, predisposisi dan political response.
Faktor l ingkungan ini  mel iput i ,  l ingkungan
sosial ,  pol i t ik  dan ekonomi.  L ingkungan
merupakan inleseden variabel muncul sikap
seseorang. Karena itu lingkungan tidak saia
yang melingkupi seseorang, akan tetapi yang
lebih penl ing kemudian adalah l ingkungan
sebagaimana di tafs irkan oleh seseorano
tersebut.  Faktor l ingkungan in i  akhirnyl

Persoalannvaadalah, bagaimanakah

membentuk
predisposis i
seseorang,
yai tu suatu
kecenderungan
psikis yang
sudah siap
unluk
memberikana
reaksi lerlenlu
secara
psikologis,
bergantung
pada st imulus
yang diberikan.
Dan akhirnya dar i  kedua taktor i tu
memunculkan pol i t ical  response dar i
seseoraang untuk bert indak meniadi  aktor
politik tertenlu.

Bagi penganut Marxisme konservatit tidak
percaya kepada peranan dan eksis lensi
pemimpin. Mereka iuga tidak percaya faktor
psikologis begi tu berperan. Di  dalam
masyarakat selalu teriadi konllik antar kelas.
Selama masih teriadi perbedaan kelas dalam
masyarakat, selama itu pula akan teriadi konflik
kelas dalam masyarakat.

Dari pendekatan coercion muncul
pemtmpin dianggap sebagal simbul

kekuaton yang memo,ksa mereka
untuk tunduk terhadap oturo,n yo,ng

dlbuat oleh pemlmpln tersebut.
Dengan kata laln, pemlmptn bukon
hasil dori lronsensus bersama, akan

tetapi lebih merupakan unsur
dominasi pemimpin atas

masgarakat.
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dalam benteng kekuasaannya. Untuk
menginlerograsi aspirasi masyarakat dengan
elite maka perlu suatu "inslrumen kohesi moral".
Tanpa instrumen secama itu. eksistensi elit
akan cenderung dipersoalkan masyarakat.

Dengan demikian ket ika pemimpin
berkuasa cenderung mensosial isasikan dan
memaksakan kepentingannya kepada seluruh
masyarakat dengan menggunakan simbul-
s imbul publ ic.  Bahkan pemimpin,  kalau
dipahami dengaan pendekatan coercion,
berusaha menggunakan kekuasaannya
sebagai  instrument untuk memenuhi
kepenlingannya.

Ralp Milinband menguatkan pendapat di
atas,  yai tu adanya usaha dar i  penguasa.
pemimpin,  untuk mempertahankan keku-
asaannya dan membenarkan t indakannya
dengan cara process of messive indoctrination.
Penguasa atau pemimpin merupakan lembaga
lungsional dari negara berusaha memobilisasi
idiologi unluk membenarkan tindakannya dalam
masyarakat.  Menu rut  Al lhusser secara
insl i tusional  ada dua inst i tusi  yang ter l ibat
dalam memobol isasi  id iologi ,  yai tu pertama
Repressive State Apparetus (RSA) dan kedua
ldiological  Slate Apparatus ( lSA).  Lembaga
yang pertama berperang untuk memelihara
kekuasaan negara melalui  kekuatan f is ik,
seperti polisi dan militer. Lembaga yang kedua
merupakan lembaga yang be rperan
membenarkan keabsahan penguasa melalui
penyebaran idiologi  negara. Kalau negara
dipertahankan melalui RSA berarti negara itu
dipertahankan secara direcl domination. Kalau
dipertahankan melalui  id iologi  maka disebut
indirect domination (Allan Swingewood, 1977)

Kesimpulan teor i t isnya adalah, pola
kepemimpinan yang kompleks dan berjeniang-
ieniang. Kehadiran pemimpin mungkin sebagi
s imbul eksploi tasi  antara mereka yang
memimpin dan yang dipimpin atau bahkan
merupakan konsensus diantara masyarakat
tersebul untuk mengukuhkan sistem sosial
dengan cara memunculkan pemimpin yang
mereka kehendaki.

Pemimoin ketika mereka berkuasa selalu
berusaha mempertahankan legi t imasi
kekuasaannya, baik melalui lembaga idiologi
maupun lembaga mi l i ter .  Mereka selalu
membikin political tormula alau mengusahakan
tercapainya hegemoni negara dengan cara lSA.

I I  Fenomena kepemlmplnan pada
slstem polllik Demokrasl Pancaslla.

Dari konsep dasar kepemimpinan lersebut
akan dianalisa tenomena kepemimpinan dalam
periode sistem politik Demokrasi Pancasila. Ini
berarti sitat bahasannya hipotesis. Kita semua
masih memerlukan oenelitian lebih teliti dan
tekun untuk menyingkap fenomena
kepemimpinan yang terjadi di Indonesia saat
in i .

Setelah rezim Sukarno runtuh di  tahun
'1967 yang muncul mendominasi kekuasaan
negara adalah mililer. Khususnya TNI AD.
Dalam menialankan pemerintahan mi l i ter
beral iansi  dengan para teknokrat  untuk
merealisir pseudo-idiologi rezim orde baru,
yaitu pertumbuhan ekonomi (pembangunan)
dalam stabilitas nasional.

Soeharto di  awal kekuasaannya
menggunakan slrategi "retormasi nanti", yailu
melakukan reformasi politik secara bertahap,
kompromi dengan mempengaruhi  pa ra
pemimpin oligarki partai, dan penekanan dwi
lungsi ABRI pada kekaryaan dalam urusan non
mililer (Mohtar Mas'oed, 1989)

Soeharto secara gradual dan sistematis
menetralisir kekuatan negara dari kekuatan
sosial dan politik yang radikal, baik di dalam
tubuh mi l i ter  maupun sipi l .Mulai  tahun 1968,
Jenderal (Purn) Soeharlo memulai membenluk
suatu koal is i  baru dalam par lemen, yang
dinamakan Fraksi  Pembangunan, setelah
beberapa anggotanya yang radikal berhasil
d i recal l .  Seki tar  20o,/"  anggota f raksi
Pembanagunan diangkat ole h Presiden
Soeharto untuk menghadapi Pemilu 1971 .

Presiden Soeharto juga memberi  i i in
terbentuknya Parpol  ls lam baru, penggant i
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Masyumi, yaitu parmusi asalkan yang menjadi
|:jApll. !yk"" orang-orang Masyumi ying
runoamenlatis maupun reformis (klasifikasi Alla;
A. Samson). Begitu pula pimpinan di tubuh pNl
secara pelan-pelan berubah pimpinan yang
akomodasionis.

- 
Setelah pemilu 1g7i dengan kemenangan

Sekber Golkar secara mu ak, inaka pada tafiun
1973 parpol "dipaksa" unluk melakukan fusi
menjadi 3, yaitu Golka( ppp dan pDt. Sejak saat
ilu Parp!|, khususnya ppp dan pDl berkembang
311,"9! p"l?i.pgtirik bonsai, tidak akan menjaj
besar, tetapi tidak akan mati. partai politik menjadi
lembaga politik yang tidak menentukan pu'blic
porrcy,.kebiiaksanaan negara banyak dikuasai
oren mtttter, leknokrat dan presiden.
. .. Owight y King dengan iesisnya Bureaucratic_
lll9li!"li?n m_etihar .yan g menenrukan poticy
negara actatah aliansi dan oligarki birokrasi ;nilite;
secara Institusional. Akan tetapi pendapat itu
dikoreksi  oleh Mochtar Mas'oed denoan
mengatakan, lembaga kepresidenan meruoaian
unsur yang paling penting dalam menentukan
negara disamping unsur lainnya lersebut.

Lebih kultural Karl D.Jackson menganggap
yang menenlukan negara Indonesia hanyi seiitar'l00.orang di Jakarta, meliputi lembaga 6irokrasi.
nanKam dan presiden (Karl D. Jackson dan Lucian
W Pye, eds,.197B).  Sedangkan bagi model
Neopalflmonsi, yang paling menentukan policy
negara seiak iaman rezim soeharto adalam
p"tiTpI yang besifat personat, yaitu presiden
sendiri Dan k€putusan itu dianggap bersifal per-
sonal (Dwight Y.King, 1984)

Sejak rezim Soeharto memang telah
di la k u kan f loat ing mass, depoi t isasi ,
deparpolisasi, deidiologisasi parpol, sensor dan
konlrol  yang ketat  terhadap media massa.
pembungkaman terhadap gerakan radikal, dan
rezrm melakukan pengontrolan partisipasi politik
melalui cara koroorasi-
. .. . Di.dalam represifitas politk, sebagai pseduo-
rororo$ stabitalas nasional, inilah pembangunan
yang berorientasi ekspor dilaksanakan presiden
Seoharto.  Dengan menyediakan sia bi l i tas
l ":i9n?l 

yqnq kuat dan regimenrasi potitik yang
ketal itulah investasi dari luar negeri mulai
menumpuk ke Indonesia.  Sehingga di  tahun

1970-an pertumbuhan ekonomi mengalami
kecepatan yang belum pernah dialami
seDetumnva.

^ .Menurut William Liddle, keberhasilan rezim
uoenarto dalam melaksanakan pembangunan
dan penyelesaian secara atas persoatan Dolilik
y1!9 mYncll Terupakan legitimasi penring lekati
Oagt rezim Soeharlo. Liddle menyebutnya s=ebagai
legitimasi penampitan. Sebab tanpa legitimisi
yang kuat rezim Soeharto akan terjebak k6 dalampersoatan polilik yang disebabkan pluratitas sosial
dan politik masyarakat seperti jaman Demokrasi
lerprmpinnya Soekarno. Karena i tu rezim
Soeharto dalam melakukan pemoangunan
memberi kesempatan yang sangat besar k-epada
Orrot(rasi, teknokrat, mililer dan kekuatan swasta
yang profesional dan Dolitik.

Dalam periode orde baru in i lah ki ta
menyaksikan merosotnya kekuatan ekonomi
pflbumi 

.muslim dan dikooptasinya sebagaian
besar kelompok abangan - pNl di dalam birdkrasi
pemerintahan (di datam propinsi ke bawah di
seluruh Indonesia) untuk monoloyalitas kepada
pemerintah (GotkaD.

Serangkaian regimentasi sosial dan oolitik
rezim Soeharto i tu menyebabkan kekuatan
birokrasi dan militer mempunyai kesempatan
yang besar sekali untuk melahirkan pimpinan
nasional yang kuat dan popular. Seorang yang
mempunyai kemampuan terbatas dan tidak popu_
lar sama sekali apabila dia menguasai birokiasi
pemerintah maka dia .mampu memobi l is i r
masyarakat,  terutama untuk kepent ingan
pelaksanaan program negara. Bahkin di dal"am
kanton_g-kantong kekuatan lslam_pun mampu
dimobilisir oleh pimpinan birokrasi yang awalnya
abangan dan t idak dikenat Ai  t iatangin
masyarakat. Lihat safari ramadhan yang peinah
dilakukan oleh Harmoko ketika menladi ti4enteri
Penerangan di pondok - pondok pesanrren.

Karena i tu t idak heran kalau per iode
Demokrasi Pancasila memunculkan to'koh dan
pimpinan berasal  dar i  mi l i ter  dan birokrasi .
Mereka merupakan elit strategis yang masyarakat
ot oatam berbagai sektor kehtdupan sosial .
Jar,ngan birokrasi dan militer yang merupakan
Instrumen pembangunan pentrng dan sekaligus
pengontrol perilaku masyarakat menvebabkan
para el i t  strategis menjaeir  prmpinan formal
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masyarakat yang efektif .
Jar ingan birokrasi  dan mi l i ter  dalam

masyarakal ilulah yang menyebabkan mereka
secara struklural mampu memobilisasi idiologi
negara. Pancasila sebagai azas tunggal, kepada
seluruh lapisan sosial masyarakat Indonesia
untuk mencapai hegemoni negara.

IJf Kokuetan Rezlm Sooharto
Rezim Soeharto yang mengintrodusir

investasi  dan membuka ekonomi pasar
menyebabkan sislem petekonomian negara
cenderung kapi tal is.  Dalam perkembangan
sistem perekonomian kapitalisme akhirnya akan
mendorong lahirnya kelas enterprener, kelas
menengah yang pada akhirnya memberi
kontribusi cukup berarti bagi perkembangan
demokrasi. Masyarakat akan semakin prural, baik
dalam konteks sosial ,  ekonomi dan ool i t ik.
Plural i tas yang semakin meluas in i  b isa
menyebabkan destruction masyarakat atas
persepsi dan evaluasi idiologi negara Pancasila.

Dengan memobilisasi idiologi negara rezim
mengharapkan proses sosial-ekonomi yang
semakin kapilalis bisa "dikendalikan" menuju ke
tormal sosial  yang dianggap mereka
"Pancasilais". Transformasi idiologi negara,
dengan reinterpretasi  rezim ,  dalam mode
produksi kapitalis untuk menuiu formasi sosial
yang "Pancasi la is" merupakan aspek yang
pent ing sekal i  unluk menerangkan semakin
mengualnya negara, meskipun mode produksi
semakin kapitalistis.

Sistem ekonomi bisa berubah-ubah atau
dilakukan berbagai tindakan yang inkrimental,
akan tetapi sistem politik tetap oloriter dan bahkan
sering kali nampak tolaliter.

Serangkaian regimentasi sosial ekonomi ini
menyebabkan negara kuat sekali dan masyarakat
dalam kondisi  tersubordinasi .  Hal in i
menyebabkan hirarki kekuasaan tidak lagi bersifat
primordial, akan tetapi lebh bergeser ke arah
pragmatis - statis (satis di sini dalam arti negara),
dalam arti masyarakat lidak lagi bergantung pada
kekuasaan negara, baik melalui birokrasi dan
militer. Di dalam periode sistem politik Demokrasi
Parlementer dan Terpimpin, seorang tokoh HMI
sering mempu-nyai patron di Masyumi unluk bisa
membina karier kekuasaan lebih atas. Tokoh

GMNI mempunyai patron di dalam PNl. Akan
tetapi saat ini berbagai tokoh mahasiswa, parpol,
dan bisnis sangat bergantung kepada tokoh{okoh
atau pimpinan birokrasi dan militer.

Sedangkan untuk mengendalikan pluralitas
di  dalam masyarakat Rezim Soeharto
menggunakan slrategi Korporasi. Menurut Alfred
Stepn korporatisme menunjuk pada sekumpulan
kebi iaksanaan khusus dan peraturan
kelembagaan untuk membentuk perwalian dan
kepentingan. Bila pengaturan ini berjalan dengan
baik,  b iasanya negara mengatu r ,bahkan
menciptakan kelompok-kelompok kepentingan.
Jadi semacam kesan monopoli perwakilan serat
beberapa hak istimewa lertentu. Sebagai imbalan
atas hak-hak istimewa dan monopoli tesebut,
negara menuntut haknya unluk mengamati
kelompok-kelompok ini melatui berbagai macam
cara supaya bisa mencegah dinyatakannya
luntutan "sempit" berdasarkan kelas sosial yang
mengandung benih persengketaan tersebut.

Saat ini kita mengenal kumpulan para ulama
dalam wadah MUl. Para warlawan dikantongi
dalam PWl. Para muda dan mahasiswa diletakkan
dalam KNPI. Sedangkan para pengacara dan dan
advokat dimasukkan dalam lKADlN. Para
pengusaha diwadahi dalam KADIN. Dan para
buruh dikontrol dalam SPSI dan lain sebagainya.

Akibat pimpinan korporasi tersebut biasanya
"ditentukan" atau paling tidak "direstui" negara.
Ini para pimpinan yang muncul dari korporasi
lersebut sangat bergantung dari pimpinan negara
atau birokrasi maupun militer yang memegang
posisi strategis. Dari sini nampak dalam struktur
politik, bahwa dalam sistem politik ada 3 hirarki
kepemimpanan. Yaitu pimpinan korporasi yang
bergantung kepada pimpinan strategis, baik dari
birokrasi maupun militer, dan pimpinan slrategis
pada akhirnya sangat bergantung kepada
pimpinan nasional, yaitu Soeharto.

Se jak rezim Soeharto berkuasa,
kekuasaan negara cenderung d ip u satkan
kepada kewibawaan presiden. Berkal i -kal i
Soeharlo mengungkapkan bahwa Indonesia
tidak mengenal oposisi, paling tidak secara for-
mal. Menurul Ben Anderson dalam kekuasaan
Jawa mengenal hukum kompensasi, yaitu jika
muncul  oposis i ,  maka semakin semakin
merosot pula power raja. Untuk menguncupkan
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kekuasaan hanya kepada presiden, maka sering
kali memasang pemimpin militer strategis yand
mempunyaicacat politis tertentu. Cacat oolitis itu.
menurut Anderson, seperti Bukan lslam, bukan
Jawa, dan ser ing kal i  mereka yang pernah
menduduki posisi kunci di lembaga intelegen.
Karena ilu Pangab seringkali memenuhi keitiqa
cacat tersebut.  Hal  in i  bagi  Anders6n
dimaksudkan untuk mempertahankan keamanan
dan sekaligus kewibawaan presiden Soeharto.

Karena ilu ada anggapan, selama Rezim
Soeharto banyak Jenderal yang tidak mempunyai
kepercayaan diri yang kuat ketika berhadapin
dengan presiden. Sehingga baik di  kalangan
mil i ler ,  pol i t is i  s ip i l  dan pimpinan ekonomi,
Presiden Soeharto adalah tokoh senior yang pal-
ing berwibawa dan pusat kekuasaan.

Presiden Soeharto adalah Ketua Dewan
Pembina Pusat Golkar yang mempunyai
pengaruh. besar atas pol icy global  Golkar.
:ieDagtan besar anggota DPR dan MpB adalah
dari Golkar dan militer serta ditambah Fraksi
Utusan Daerah (biasanya diambil dari pimpinan
militer, birokrasi, intelektual Golkar. dan tokoh
masyarakat yang beratiliasi ke Gotkar), sehingga
su l i l  membayangkan

dahulu atau bedasarkan proses alamiah? Banyak
penganut pol i t ik dan sosial  percaya bahwa
kepemimpinan Soeharto akan be rak h i r
padatahun 1997/1998 karena pada saat i tu
Soeharto diramatkan sudah tidak sanggup lagi
memagang Jabatan presiden Indonesia selama
enam periode. Namun kenyataan berbicara lain
Karena saal  pasca pemilu 1997 berakhir ,
sebagiana besar masyarakat dan rakyat Indone-
sia ada keinginan untuk memilih kembali ,,pak
Harto" pada Sidang Umum MpR tahun 19gg,
maka yang justru dir ibutkan adatah waki l
presrden, yang besar kemungkinan secara tidak
langsung sebagai top f igur pada pergant ian
presiden mendatang. Wakil presiden periode
1.998 - 2003 adalah posisi sangat strategis untuk
dapat menerima tongkat estafet atau pe-ngalihan
iabatan presiden Indones' ia yang l iet iga.
Kemudian siapa yang paling menenlukan dalim
melahirkan pemimpin baru? Apakah sidang
umum MPR berperan mutlak ataukah cara-care
lain yang selama ini sangat ditakuti dan tidak
dikehendaki oleh para etit politik tingkat pusat.
Jawabannya adalah kondisi dan situasi Vano akan

adanya tokoh masya-
rakat yang popular lahir
dan melakukan oposisi
kepada kekuatan
Soeharto,  khususnya
yang ada di DPR dan
MPR.

Dalam stru ktu r
kekuatan sepert i  in i
sangat masuk akal
kalau Jenderal  (Purn)
Soeharto bisa dipi l ih
kembal i  menjadi  Pre-
siden sampai ke-enam
kalinya. Sebab struktur
kekuasaan di bawahnya

Pcrluhalr  st tksesi  i lers iapksn ter lehih
dahula atau hedasarkqn proses alumiah?
Bonlok penganut politik dan sositl percol,a
bahwt kepemimpinan Soehar lo akan
berakhb padqtoltun 1997/ 1998 kuena pada
saal i lu Soeha o diromolkan sudoh tidol
songgup logi memogang johotan presiden
Indonesio selamt entm periode, \ 'omun
kenlotuan herhicsra lain koreno sant los(a
pemilu 1997 berokhir ,  sehagio, ta besar
ntosvorakol  don rok. ta l  lndonesio or lo
keinginan untuh memilih kenheli , 'pok

IIorto" potltr Sidtng Ilmum IIIPR tahun t 98B,

hadir menjelang Sidang
Umum MPR menda-
tang. siapa yang paling
dekal  dengan pusat
kekuasaan baik secara
pribadi maupun secara
struktural  d ia lah yang
akan menerima estalet
kepemimpinan di masa
mendalang.

V PENUTUP
Untuk mem p rediksi
penguasa dimasa depan
untuk Repobl ik in i
agaknya sul i t .  Karena
sistem politik di Indone-
sra yang masih belumsangat mendukung pola kepemimpinan yang dia

ciptakan sendiri. Karena itu polakekuasaan dan
kepemimpinan politik negara lndonesia selama
rezim Soeharto berkuasa semakin menguncup.

Suksesl  Kepemlmplnan Naslonal
I Y' Yang dlperslapkan

Perlukah suksesi  dipersiapkan ter lebih

demokrastis akan mempersulit proses rekrutmen
yang selama ini masih cenderung diwarnai model
paternalistik dan patramonial yang hanya dapat
dipahami oleh orang-orang yang clekat dengan
sumber kekuasaan. (" ' )
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